
© 2025 Badan Pengarah Papua

MONTHLY REPORT
Percepatan 
Pembangunan Papua

Badan Pengarah Papua

Periode Juni 2025



EXECUTIVE SUMMARY

APBN Regional Papua

22.88%

65.34%

8.76%

Pajak DN Pajak LN PNBP

20.57%

79.42%

Belanja KL TKD

Realisasi: 76,20% Realisasi: 39,52%

Pendapatan Negara Belanja Negara

Pajak DN 1.353,55

Pajak LN 3.416,23

PNBP 458,45

 Pendapatan Negara mencapai 
Rp 5,2 Triliun

 Belanja Negara mencapai 
Rp 23,35 Triliun

 Defisit mencapai 
Rp 18,12 Triliun

Indikator Percepatan Pembangunan Papua

Permasalahan dan Rekomendasi Kegiatan Strategis

dalam miliar rupiah

Belanja K/L 4.805.42

Transfer Ke 
Daerah (TKD)

18.546,35

Data by Kemenkeu Papua

 Pajak Dalam Negeri didominasi oleh PPh
Nonmigas dan PPN.

 Pajak Luar Negeri didominasi oleh Bea Masuk
dan Bea Keluar dari wilayah Timika (PT. Freeport)

 PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang
sangat signifikan pada Pendapatan PNBP Bukan
Pajak Lainnya.

 Belanja K/L didominasi operasional kantor
(Belanja Barang).

 Transfer Ke Daerah didominasi oleh DAU dan
Dana Desa.

PAPUA CERDAS

INDIKATOR
Baseline
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Harapan Lama 
Sekolah (HLS)

13,16 11,97 14,59 - 16,61

Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS)

7,90 7,39 9,36 - 10,37

INDIKATOR
Baseline
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Umur Harapan 
Hidup (UHH)

65,64 65,7 68,66 - 68,67

Tingkat Prevalensi 
Stunting

33,91% 30,49% <10%

Jumlah Kab/Kota 
Eliminasi Malaria

0 2
Seluruh Kab/Kota 

(42 Pemda)

PAPUA SEHAT

INDIKATOR
Baseline
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Tingkat Kemiskinan 23,51% 22,12% 5,81% - 2,82 %

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT)*

4,01% 4,64% 4,11 % -1,73%

Realisasi Investasi 
PMDN

Rp919,07 M Rp1.384,8 M Rp92,3 - Rp174,5 Triliun

PAPUA PRODUKTIF

*update data terbaru
Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, Kemenkes dan BKPM 
(diolah)

 Capaian Angka HLS tertinggi di Papua (13,28) dan terendah
di Papua Pegunungan (8,7).

 Capaian Nilai RLS tertinggi di Papua (9,47) dan terendah di
Papua Pegunungan (3,72).

 Tingkat Kemiskinan tertinggi di Papua Pegunungan (29,66%)
dan terendah di Papua Barat Daya.

 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat. Tertinggi di
Papua (6,92) terendah di Papua Pegunungan (1,68)

PAPUA POLHUKAM

Permasalahan/Kendala Rekomendasi

Wilayah Papua cukup besar untuk penyakit malaria dan HIV/AIDS.
Berdasarkan data terbaru, Papua menyumbang sekitar 48,2% dari total
kasus malaria nasional. Sementara itu, epidemi HIV/AIDS juga sangat
mengkhawatirkan hingga Desember 2024, Dinas Kesehatan Papua
Tengah mencatat 22.868 kasus HIV/AIDS, dengan tingginya prevalensi di
Nabire, Mimika, dan Paniai.

memperkuat intervensi kesehatan berbasis wilayah dengan
memperluas cakupan program pencegahan aktif (screening, edukasi,
dan vaksinasi malaria) dan pengobatan HIV/AIDS berbasis komunitas di
daerah endemis tinggi seperti Nabire, Mimika, dan Paniai. Diperlukan
juga integrasi antara layanan kesehatan primer dan lembaga adat/lokal
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) di wilayah Papua mengalami peningkatan pada Februari,
menjadikan wilayah dengan persentae pengangguran cukup tinggi di
seluruh provinsi di Indonesia

Perlu disusun strategi peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga
kerja melalui pengembangan pusat vokasi berbasis sektor unggulan
lokal (pertanian, kelautan, pariwisata), serta insentif investasi yang
mensyaratkan perekrutan tenaga kerja lokal. Hal ini bisa dimasukkan
dalam program afirmatif lintas kementerian dengan skema Dana
Otonomi Khusus.

Jumlah sekolah sangat rendah di desa terpencil dan masih banyak yang
perlu mendapat perhatian untuk fasilita dan infrasturktur, menciptakan
kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus mempercepat
pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di desa-desa
terpencil, termasuk penyediaan asrama guru dan fasilitas belajar digital

Stabilitas politik dan sosial menjelang PSU menjadi hal penting dalam
menjaga kekondusifan wilayah.

Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, aparat
keamanan, tokoh adat, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ruang
dialog damai dan pengawasan partisipatif menjelang PSU

Periode Juni 2025

PAPUA PRODUKTIF

Koordinasi Revitalisasi

PAUD,SD,SMP,SMA 

bersama

Kemendikdasmen

PAPUA SEHAT

Kolaborasi 

penanggulangan HIV/AIDS  

PAPUA CERDAS

Peresmian Koperasi 

Merah Putih

Jayapura (7/05/25) – Komitmen bersama dalam memajukan pendidikan

dasar dan menengah di Tanah Papua semakin diperkuat melalui

pelaksanaan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota

Jayapura, pada 7—9 Juli 2025. Kegiatan bertema “Sinergi Semesta

dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Tanah Papua” ini menjadi wadah

penting untuk mempererat kolaborasi lintas sektor dalam upaya

mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-

Tanah Papua Tahun 2025

Koordinasi Bersama 

KPU dan Bawaslu

terkait dengan PSU



BPP PROVINSI PAPUA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,72 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 11,11

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

9,82 Tahun
Baseline (2021): 6,76

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,79 Tahun
Baseline (2022): 66,23

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

31.84%
Baseline (2022): 26.9

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh Kab

Tingkat Kemiskinan

27,38%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

6,92%

Realisasi Investasi

Rp1,1 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp25 - Rp30T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4-4,5%

Papua Damai

Kunjungan Kerja : SMPN 1 Senggi Kab. Keerom

Peserta Kegiatan:

• Pokja Papua Cerdas

• Tenaga Pendidikan dan 

Pegawai SMPN 1 Senggi

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan

untuk mengetahui kondisi sekolah dan mendengar keluhan guru. Dari

kegiatan ini diketahui bahwa status kepemilikan tanah yang diduduki

sekolah masih kepemilikan pribadi (tanah pribadi adat) dan ruang kelas

tidak sesuai dengan rombongan belajar. Selain itu, kepala sekolah juga

melaporkan keinginan untuk membangun fasilitas toilet. Namun, tidak

diperbolehkan oleh Dinas karena kepsek ingin menggunakan Dana BOS

yang seharusnya tidak digunakan untuk hal tersebut.

Kunjungan Kerja : Bertemu Tokoh Masyarakat di Distrik Senggi

Peserta Kegiatan:

• Pokja Polhukam

• Masyarakat Distrik 

Senggi, Kab. Keerom

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Dari kegiatan ini

diketahui bahwa perlu adanya pemetaan wilayah adat melalui DPRD,

proses penyaluran dana desa harus diawai dan dipastikan tepat

sasaran dan tepat guna, seluruh kegiatan pelayanan publik yang

didanai Dana Otsus perlu dievaluasi secara berkala, perlu adanya

peningkatan kesejahteraan masyarakat adat Papua melalui Badan

Kesbangpol dan BPN di kabupaten.

Kunjungan Kerja : BAPPEDA Kab. Keerom

Peserta Kegiatan:

• Pokja Papua Produktif

• Bappeda Kab. Keerom

Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan

untuk mendapatkan informasi mengenai kendala dan hambatan terkait

realisasi DBH, Dana Otsus, dan DTI. Bappeda Kab. Keerom melaporkan

bahwa dokumen laporan Otsus 2024 akan segera disampaikan kepada

BPP Provinsi Papua. Selain itu, Bappeda Kab. Keerom juga akan

menyampaikan dokumen perencanaan proyek-proyek strategis yang
terkena dampak efisiensi.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Juni 2025

Kunjungan Kerja : Dinas Kesehatan Kab. Keerom

Peserta Kegiatan:

• Pokja Papua Sehat

• Dinas Kesehatan Kab. 

Keerom

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan

untuk Mengetahui Kondisi Pengelolaan Dana Kesehatan dan

melakukan pemantauan terhadap Angka Prevalensi Stunting &

AIDS/TB/MALARIA (ATM). Dari kegiatan ini, diketahui bahwa sangat

perlu adanya dukungan dalam beberapa aspek yang mencakup

optimalisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

anggaran.



BPP PROVINSI PAPUA BARAT
PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,17 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

7,86 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,47 Tahun
Baseline (2022): 66,46

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh

Kab

Tingkat Kemiskinan

21,66%

Baseline (2022): 21,33

Target (2041): 19,03

TPT

4,21%

Realisasi Investasi

Rp8,07 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4,24-4,95

Musrenbang RPJMD Provinsi Papua Barat 2025-2029

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• BP3OKP Papua Barat

• Biro Otsus SETDA Papua 

Barat

Pokja Papua Sehat memberikan arahan dan memastikan bahwa

dalam RPJMD 2025-2029 telah selaras dengan RAPPP yang

mengatur Program pelayanan kesehatan bergerak. Program ini

akan dilaksanakan di luar puskesmas-puskesmas eksisting

dengan menyediakan mobil pelayanan kesehatan ke kampung

& distrik, serta RS terapung (khusus kab. Teluk Bintuni).

Audiensi kewenangan pelaksanaan urusan bidang

pendidikan

Peresmian mock-up Koperasi Desa Merah PutihRilis Data Statistik Juni 2025 Papua Barat

Indeks Demokrasi Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Moda transportasi "Rumah Sakit Terapung" tidak maksimal

karena terkendala biaya operasional dan pemeliharaan. Pokja

Papua Sehat merekomendasikan untuk pembentukan UPTD

Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni dengan manajemen

tersendiri dan berkoordinasi dengan Gubernur untuk dukungan

dana operasional.

Peserta Kegiatan:

• Gubernur Prov. Papua Barat

• BP3OKP Papua Barat

• Setda Papua Barat

• Asisten II Setdaprov Pa-Bar

• OPD Provinsi Papua Barat
Rumusan yg dihasilkan:

• Saat ini, urusan bidang pendidikan tinggi dikelola oleh Dinas

Pendidikan Prov Papua Barat sesuai kewenangan (regulasi).

Selanjutnya, agar tidak menimbulkan dualisme pengelolaan

urusan bidang pendidikan tinggi, maka Biro Otsus perlu

melakukan telaah regulasi untuk memastikan hal tersebut

sebelum ditelaah lebih lanjut oleh Pimpinan Daerah secara

berjenjang;

• Biro Otsus harus mempersiapkan hasil evaluasi pelaksanaan Otsus

Papua (Barat) pasca UU 2 Tahun 2021. Hasil evaluasi akan

dijadikan salah satu rujukan materi telaah yang akan dilakukan

berjenjang oleh Pimpinan Daerah, untuk memastikan pengelolaan

urusan bidang pendidikan tinggi tidak menyalahi regulasi.

Wamenkop Ferry J menyatakan

bahwa koperasi merupakan pilar

utama perekonomian nasional yang

kini tertinggal dibandingkan BUMN

dan sektor swasta. Pemerintah

berkomitmen mengembalikan

koperasi ke posisi strategisnya,

terutama melalui pengembangan

koperasi desa.

BP3OKP mendorong Koperasi utk

menyerap tenaga kerja lokal. Selain

itu, ekonomi Desa akan berputar

karena hasil ketahanan pangan akan

diserap Koperasi.

Peserta Kegiatan:

• Asisten II Setdaprov Pa-Bar

• BP3OKP Papua Barat

• Kanwil DJPb

• BPKP Prov. Papua Barat

• OPD Provinsi Papua Barat

• Bandar Udara Rendani

Bulan Juni Papua Barat kembali

mengalami deflasi. Deflasi ini

dipengaruhi penurunan IHK

pengeluaran, terutama pada

kelompok makanan minuman dan

tembakau, serta kelompok

transportasi. Deflasi mencerminkan

daya beli masyarakat turun, pasokan

komoditas pangan melimpah, serta

penurunan mobilitas dan perjalanan.

Langkah strategis yang perlu

dilakukan guna mengatasi kondisi ini

antara lain, meningkatkan belanja

daerah, mendorong konsumsi dan

daya beli melalui subsidi.

Peserta Kegiatan:

• Gubernur

• BP3OKP

• Forkopimda

• OPD Provinsi PaBar



BPP PROVINSI PAPUA SELATAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua Selatan

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

12,67 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,38 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,46 Tahun
Baseline (2022): 66,46

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh

Kab

Tingkat Kemiskinan

19,35%

Baseline (2022): 21,33

Target (2041): 19,03

TPT

4,90%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4,24-4,95

Papua Damai

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Pembahasan dan Pendampingan Teknis Rapergub SPM bidang
Pendidikan

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP Provinsi

Papua Selatan

• OPD Provinsi Papua

Selatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025. Hasil Kegiatan
diantaranya Penyelerasn tindaklanjut SPM masing-masing OPD Provinsi Papua
Selatan, khususnya bidang Pendidikan pada SPM Pendidikan khusus, Draft Final
Rapergub tentang Penerapan SPM, dan Pembahasan data dan indicator terkiat
kesesuaian dengan RAPPP dan RIPPP

Peserta

Kegiatan:
• Pokja BPP

Provinsi Papua
Selatan

• OPD Provinai

Papua

Selatan

• Tim Skala

Pendampingan penyusunan pelaporan SPM

.

Periode Juni 2025

Belum terdapat Anggota Pokja Papua Damai
Audiensi Anggota BP3OKP bersama dengan Menteri

KopUKM

Peserta Kegiatan:

• Anggota BP3OKP

Papua Selatan

Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025, dengan 
menghasilkan poin BP3OKP Bekerjasama Dan Berkolaborasi Dengan 
Menteri Koperasi Untuk Sosialisasi Peran Dan Pentingnya Didirikan 
Koperasi Merah Putih

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17-20 Juni 2025 dengan
hasil Draft akhir Pergub Renaksi SPM 2025–2029 tersusun untuk lima
urusan layanan dasar, dengan matriks logis indikator, program, dan
target capaian, Input awal laporan capaian 2025 berhasil diunggah ke
e-SPM, Kesepahaman antar-OPD dan SKALA dalam penguatan strategi
integrasi SPM ke dalam Dokumen Rencana Kerja Daerah (DOKRENDA).



BPP PROVINSI PAPUA TENGAH

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

9,63 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

6,12 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,44 Tahun
Baseline (2022): 66,46

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

32,36%
Baseline (2022): 30,00

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh

Kab

Tingkat Kemiskinan

27,60%

Baseline (2022): 21,33

Target (2041): 19,03

TPT

3,55%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4,24-4,95

Rapat SHEK kolaborasi penanggulangan HIV/AIDS di

Papua Tengah

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Perwakilan BP3OKP

• Komisi pemberantasan 

AIDS (KPA) provinsi 

papua tengah

• Dinas kesehatan 

provinsi papua tengah 

dan kab. Nabire

• Tokoh masyarakat

Kegiatan dilaksanakan pada 17 Juni 2025 dalam rangka

meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan dan

pencegahan HIV/AIDS dan meningkatkan kesadaran masyarakat

terhadap bahaya HIV/AIDS yang berdampak meningkatnya

pemahaman tentang bahaya penularan penyakit HIV/AIDS dan

kesadaran bagi setiap orang memeriksakan diri terhadap penyakit

HIV/IDS

Koordinasi dan fasilitasi Revitalisasi Sarpras PAUD/TK.SD.

SMP.SMA.SMK dengan Kementerian Pendidikan melalui

Dirjen PAUDDIKDAAMENA
Peserta Kegiatan:

• Pemprov Papua Tengah

• Dirjen 

PAUDDIKDAAMENA

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni 2025 merupakan bentuk sinergi
antara Pemprov Papua Tengah dengan Kementerian Pendidikan dalam

rangka menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam hal revitalisasi dan

pemerataan sarana prasarana Pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan

aktual dan prioritas revitalisasi Sapras di masing-masing jenjang pendidikan.

Rapat anggota BPP se-Tanah Papua dengan Menteri Hak Asasi

Manusia

Peserta Kegiatan:

• Menteri Hak Asasi 

Manusia

• Anggota BPP se-Tanah 

Papua

Kegiatan dilaksanakan pada 13 Juni

2025 bertempat di Jakarta.

Pertemuan ini bertujuan untuk

Penguatan Otonomi Khusus

(Otsus), Perbaikan Tata Kelola

Pemerintahan, Pendekatan Dialog

dan Rekonsiliasi, Kerja sama

Internasional yang Proporsional,

Pembangunan Ekonomi yang

Berkeadilan, Pendekatan

Keamanan Humanis,

Pemberdayaan Sosial dan Budaya,

dan Peran Aktif Pemuda dan

Perempuan.

Rapat SHEK Bersama Assosiasi Pengusaha Papua Tengah dan

Instansi Terkait

Peserta Kegiatan:

• Perwakilan BOP3OKP

• Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas 

Koperasi, Dinas Pertanian, 

Industri 

• Asosiasi pelaku usaha local

• Tokoh adat, perempuan, 

dan pemuda

Rapat dilaksanakan pada 10 Juni 2025 dalam rangka pembentukan

tim kerja sinergi antara BOP3OKP dan asosiasi pelaku usaha,

penyusunan program pelatihan dan pendampingan berbasis

klaster (pertanian, perdagangan, kerajinan), integrasi data pelaku

usaha dalam sistem perencanaan daerah, dan advokasi

penggunaan Dana Otsus untuk penguatan.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Juni 2025



BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

8,80 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

3,82 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

63,95 Tahun
Baseline (2022): 66,46

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

35,23%
Baseline (2022): 30,00

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh

Kab

Tingkat Kemiskinan

32,39%

Baseline (2022): 21,33

Target (2041): 19,03

TPT

1,68%

Realisasi Investasi

Rp0,047 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4,24-4,95

Papua Damai

Pertemuan dan Audiensi Pokja Papua Produktif Bersama Ketua

Umum KONI

Peserta Kegiatan:

• Ketua KONI Prov. Papua

Pegunungan

• Pokja BPP Prov. Papua Pegunungan

• BPH KONI Prov. Papua Pegunungan

Kegiatan dilaksanakan padav 16 Juni 2025 bertempat di Sekretariat

KONI Provinsi Papua Pegunungan. Hasil pertemuan yang kemudian

akan diserahkan kepada Sekda Prov. Papua Pegunungan adalah

perlunya pelaksanaan revisi laporan pertanggungjawaban pada

salah satu cabor yang bermasalah.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Juni 2025

Sosialisasi dan Rekonsiliasi Geraja-Gereja di Kabupaten

Jayawijaya

Peserta Kegiatan:

• Bupati & Wakil Bupati Kab.

Jayawijaya

• Sekda & Asisten II Kab. Jayawijaya

• BPH PGGJ & Pemimpin Umat

Kristiani Kab. Jayawijaya

• Pokja BPP Prov. Papua Pegunungan

Kegiatan dilaksanakan pada 6 Juni 2025 bertempat di Aula Pertemuan

Sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya. Kegiatan ini

diharapkan mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan di

Kabupaten Jayawijaya melalui sosialisasi dan rekonsiliasi bersama

Pemkab. Jayawijaya.



BPP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,88 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,39 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,85 Tahun
Baseline (2022): 66,46

Target (2041): 66,52

Prevalensi Stunting

31,00%
Baseline (2022): 30,00

Target (2041): 14,00

Eliminasi Malaria

1 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A

Target (2041): Seluruh

Kab

Tingkat Kemiskinan

16,95%

Baseline (2022): 21,33

Target (2041): 19,03

TPT

6,61%

Realisasi Investasi

Rp459,90 Miliar
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2041): 4,24-4,95

Pertemuan dengan ASRI (Yayasan Alam Sehat Lestari)

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD (Sehat

dan Produktif)

• Sekretariat BP3OKP

Papua Barat Daya

• Yayasan Alam Sehat

Lestari

Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Juni 2025 Terlibat aktif dalam Rapat

Kerja Kepala Daerah dan koordinasi dengan Yayasan ASRI, dengan

fokus pada isu kesehatan masyarakat adat, kekurangan tenaga medis,

serta penanganan stunting dan malaria.Mendorong penyelarasan

program kesehatan antara ASRI dan pemerintah daerah serta

pemenuhan data kesehatan terpilah Orang Asli Papua (OAP).

Mengusulkan beasiswa untuk dokter spesialis dan pendidikan kader

kesehatan kampung.

Sosialisasi Program SSH dan Sekolah Rakyat

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD

(Cerdas)

• Pemda Kab.

Tambrauw

• Perwakilan Sekolah di

Kab. Tambrauw

Sosialisasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Sekolah

Rakyat(26 Juni 2025, Hotel Vega – Kota Sorong) Kegiatan ini

menekankan pentingnya keberlanjutan program pendidikan berbasis

lokal di Kabupaten Tambrauw, dengan hasil identifikasi sekolah calon

lokus SSH dan dukungan penuh dari Pemda Tambrauw.

Peluncuran Koperasi Merah Putih

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD (Produktif)

• BP3OKP Papua Barat Daya

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 di Aimas, kegiatan

ini bertujuan mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih

pada tingkat kampung/kelurahan; Diperlukan pendampingan

menyeluruh dan monitoring pelaksanaan koperasi secara teknis dan

administratif oleh BP3OKP dan Dinas terkait.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian Tindak 

Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Juni 2025

koordinasi dengan Ketua Tim Pemulangan Warga Eksodus

Kabupaten Maybrat
Peserta Kegiatan:

• Anggota BPP PBD

• Pokja BPP PBD

• Sekretariat BP3OKP Provinsi

Papua Barat Daya

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 di Sekretariat

BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan untuk

pembahasan strategi penanganan warga eksodus akibat konflik

bersenjata di Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya, Kabupaten

Maybrat.
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